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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan 

kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana 

keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang 

berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Berdasarkan ketetapan 

MPR No.XV/MPR/1998, pemerintah telah mengeluarkan 

kebijakan tentang otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan 

dimulainya pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah 

berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 lebih bernuansa 

desentralistik, yang mana daerah provinsi dengan kedudukan 

sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administrasi, yang 

melaksanakan kewenangan adalah pemerintah pusat yang 

didelegasikan kepada gubernur. Dengan adanya otonomi daerah 

memunculkan dimensi baru berupa Desentralisasi dan 
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Dekonsentrasi. Menurut UU No.32 Tahun 2004, desentralisasi 

adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Desentralisasi fiskal 

merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam 

mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah 

mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengatur rumah 

tangganya. Keputusan menerapakan desentralisasi fiskal 

menuntut adanya peningkatan ekonomi di daerah karena prinsip 

dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah 

“Money Follows Functions”, yaitu fungsi pokok pelayanan 

publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui 

penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. Sumber-

sumber penerimaan daerah berupa PAD, dan dana perimbangan 

berupa DAU serta dana otonomi khusus diharapkan dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
1
  

                                                             
1
 Zuwesty eka putri, “analisis pengaruh pendapatan asli daerah (pad), 

dana alokasi umum (dau) dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 

kabupaten/kota provinsi jawa tengah", jurnal bisnis dan manajemen, Vol. 5, 

No. 2,oktober 2015, UIN syarif Hidayatullah, Jakarta,hal. 2. 
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Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk 

anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset 

tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan 

daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. 

Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan 

publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi 

belanjanya.  

 Rendahnya kapasitas fiskal suatu daerah menunjukkan 

tingkat kemandirian daerah yang rendah dan cenderung 

mengalami tekanan fiskal yang kuat. Setiap daerah dituntut untuk 

memaksimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan 

memaksimalkan belanja modal daerah yang lebih besar untuk 

sektor-sektor produktif. Dalam rangka mengoptimalkan tingkat 

pelayanan publik, pemerintah daerah setempat  melakukan 

pergeseran komposisi belanja. Pergeseran ini ditunjukkan untuk 

peningkatan potensi modal. Semakin tinggi tingkat investasi 

modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan 

publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat 
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partisipasi (kontribusi) publik yang tercermin dari adanya 

peningkatan PAD terhadap pembangunan.
2
  

Era desentralisasi fiskal diharapkan terjadi peningkatan 

pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan 

pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik 

bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini 

tentunya dapat terwujud apabila ada upaya serius (Pemerintah) 

dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). 

Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi 

belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal di 

satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam 

pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan 

baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-

beda.  

Dalam mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah diperlukan indikator yang representative. 

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan barang 

dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada 

                                                             
2
 Mardiasmo, otonomi dan manajemen keuangan daerah,  (Yogyakarta: 

Andi, 2018),    
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tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

daerah provinsi/Kabupatern/Kota. Pertumbuhan ekonomi adalah 

proses kenaikan output dalam jangka panjang. Dengan demikian 

pemakaian indicator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam 

kurun waktu sepuluh tahun, duapuluh tahun, lima puluh tahun 

atau bahkan lebih
3
 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur 

keberhasilan pembangunan di daerah. Ada berbagai indikator 

untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu 

daerah diantaranya pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur 

ekonomi, tingkat pendapatan perkapita (PDRB), dan lain 

sebagainya. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan 

konstribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi 

yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan 

ekonomi yang terjadi. Bagi daerah indikator ini penting untuk 

mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan 

                                                             
3
 Reny nur’aini dkk, “pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan 

asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah”, jurnal proceeding 

SENAT, vol. 5, ISSN 1858-2559, (oktober 2013), Bandung, h. 2.   
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berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan 

datang. 

Perekonomian Banten berdasarkan besaran Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 

2017 mencapai Rp 157,34 triliun dan atas dasar harga konstan 

2010 mencapai Rp 110,18 triliun. Ekonomi Banten tahun 2017 

tumbuh 5,89 persen (y-on-y). pendapatan asli daerah (PAD) 

merupakan sumber pendapatan terbesar bagi penerimaan provinsi 

banten pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,71 triliun rupiah atau 

memberi koontribusi sekitar 59,16 persen dari total penerimaan. 

Adapun dana alokasi umum provinsi banten pada tahun 2017 

yaitu 1,06 triliun rupiah. 
4
 

Provinsi Banten memiliki pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi di tingkat nasional akan tetapi PAD dan DAU nya sangat 

kecil jika di bandingkan dengan provinsi tetangganya yakni 

provinsi DKI Jakarta yang sebaliknya memiliki PAD yang tinggi 

yaitu 37 triliun rupiah dan dana alokasi umum (DAU) yaitu 37 

                                                             
4
 Badan pusat statistic provinsi Banten “Pertumbuhan Ekonomi Banten 

Triwulan -III-2018” 
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miliar rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang hanya 

berbeda sedikit lebih tinggi yakni sebesar 6.22 persen . 

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam sehingga 

peneliti fokus pembahasan dalam penelitian ini dengan judul  “ 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten dan Kota 

Di Provinsi Banten  ”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah terlebih dahulu 

dikemukakan sebelumya, yang mejadi identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang 

kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan 

sendiri, sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih 

dalam mengatur rumah tangganya.. Sumber-sumber 

penerimaan daerah berupa PAD, dan dana perimbangan 

berupa DAU diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. 
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2. Setiap daerah dituntut untuk memaksimalkan potensi 

pendapatan yang dimiliki dan memaksimalkan belanja 

modal daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor 

produktif. Dalam rangka mengoptimalkan tingkat 

pelayanan publik, pemerintah daerah setempat  melakukan 

pergeseran komposisi belanja. Pergeseran ini ditunjukkan 

untuk peningkatan potensi modal. Semakin tinggi tingkat 

investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dan pada gilirannya mampu 

meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik yang 

tercermin dari adanya peningkatan PAD dan DAU terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

 

C. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh PAD terhadap pertumbuhan 

ekonomi? 

2. Bagaimana pengaruh DAU terhadap pertumbuhan 

ekonomi? 

3. Seberapa besar pengaruh PAD dan DAU terhadap 

pertumbuhan ekonomi? 
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D. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari terlalu luasnya penelitian yang akan 

dilakukan maka dalam penelitian ini peneliti membatasi variabel-

variabel yang menjadi objek penelitian. Untuk variabel dependen 

adalah pertumbuhan ekonomi. Dan untuk variabel independennya 

adalah  pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum 

(DAU). Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 

2013 sampai tahun 2016.  

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis apakah PAD dan DAU berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi.  

2. Untuk menganalisis Seberapa besar pengaruh PAD dan DAU 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini 

ialah sebagai berikut: 
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1. Bagi penulis 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

wawasan atau pengetahuan mendalam mengenai pola 

hubungan antara PAD dan DAU dengan perumbuhan 

ekonomi. Serta memperoleh kesempatan untuk 

mengimplementasikan pengetahuan teoritis yang didapat 

dibangku perkuliahan dalam berbagai bidang disiplin ilmu 

didunia kerja dan di kehidupan sehari-hari.  

2. Bagi praktisi lembaga keuangan  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat khususnya para praktisi 

lembaga-lembaga keuangan atau pihak terkait didalamnya 

mengenai peranan serta kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkannya diharapkan dapat dikembangkan di dunia 

usaha menjadi lebih baik. 

3. Bagi perguruan tinggi 

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi, bahan 

pembanding para peneliti generasi muda berikutnya  serta 

memberikan sumbangan pemikiran untuk konsentrasi 
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Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin 

Banten. 

4. Bagi pemerintah 

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan 

pemerintah untuk menentukan kebijakan yang akan 

dikeluarkannya dalam rangka meningkatnya tingkat 

Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sumber penerimaan 

baik dari tingkat provinsi.  

 

G. Kerangka pemikiran  

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran pada dasarnya 

adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur 

logika dari suatu penelitian. Kerangka berpikir disusun 

berdasarkan pertanyaan atau masalah penelitian (research 

question or problem),dan mempersentasikan suatu himpunan 

dari beberapa konsep dan hubungan antara konsep – konsep 

tersebut. Tujuan utama dari kerangka pemikiran adalah untuk 
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menggambarkan alur logika dari hubungan – hubungan antara 

berbagai konsep yang akan diteliti.
5
 

Menurut UU No.32 Tahun 2004, desentralisasi adalah 

penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. 

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang kepada 

daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, 

sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih dalam 

mengatur rumah tangganya. Keputusan menerapakan 

desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan ekonomi di 

daerah karena prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di 

Indonesia adalah “Money Follows Functions”, yaitu fungsi 

pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan 

pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber 

penerimaan kepada daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah 

berupa PAD, dan dana perimbangan berupa DAU serta dana 

otonomi khusus diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan 

                                                             
5
Abuzar Asra, Puguh Bodro Irawan dan Agus Purwoto, Metode 

Penelitian Survei,( Bogor: Penerbit IN Media, 2015), h. 48. 
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ekonomi. Sumber-sumber pendapatan daerah yang berupa PAD 

dan DAU di harapkan dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi didaerah tersebut. Adapun kerangka berpikirnya 

adalah sebagai berikut.  

 

 

 

 

Gambar 1.0 Kerangka Berfikir 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari: 

Bab I: Pendahuluan  

Pada bab pertama yaitu pendahuluan, yang 

dijadikan acuan dalam proses awal penelitian, didalamnya 

menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan  

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan 

sistematika pembahasan. 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH 

DANA ALOKASI UMUM 

PERTUMBUHAN 

EKONOMI 
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Bab II: Landasan Teori  

Pada bab kedua menjelaskan teori-teori yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

menguraikan tentang pendapatan asli daerah, dana alokasi 

umum, pertumbuhan ekonomi, penelitian terdahulu dan 

hipotesis penelitian. 

Bab III: Metodologi Penelitian  

Pada bab ketiga menjelaskan tentang metodologi 

penelitian yang didasarkan dan dikembangkan berdasarkan 

pokok masalah utama guna mencapai hasil dan tujuan yang 

diinginkan. Pada bab ini menguraikan tentang ruang 

lingkup penelitian, Desain Penelitian , jenis dan metode 

pengumpulan data, metode analisis data, dan Operasional 

variabel 

Bab IV: Penelitian dan pembahasan  

Pada bab keempat menjelaskan tentang hasil 

analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan dan 

gambaran  umum mengenai objek penelitian, meliputi 

geografis provinsi Banten, profil perekonomian, dan 
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penduduknya, deskripsi  variable penelitian, uji Asumsi 

Klasik, pengujian regresi linear berganda,  dan pembahasan 

hasil penelitian.   

Bab V: Penutup  

Pada bab kelima ini berisi kesimpulan dari 

penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan 

telah dibahas pada bagian sebelumnya dan memberikan 

saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya dimasa mendatang. 

 

 


